
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 
Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Ba.rat; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah Provinsi, pacla biclang urusan pemerintahan 
umum yang clilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan 
politik khususnya kegiatan pelaksanaan Forum 
Koorclinasi Pimpinan Daerah Provinsi masuk keclalam 
Program Peningkatan Kewaspaclaan Nasional clan 
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik 
Sosial; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan 
penyesuaian dan perubahan; 

cl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksucl clalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang 
Kecluclukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa clan Politik Provinsi 
Kalimantan Barat; 
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1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
194); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
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M E M U T U S K A N :  

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 68 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalirnantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 69), diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1 )  Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari :  
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 
d. Bidang Politik Dalam Negeri; 

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan; 

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagairnana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemur ini. 

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) huruf b, rnempunyai 
tugas mengurnpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, 
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

3. Ketentuan Pasal 33 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub 
Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik 
mernpunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; 
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b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, 
dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi 
pimpinan daerah provinsi; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi 
pimpinan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai 
politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bida:ng berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi 
pimpinan daerah provinsi; da:n 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 46 

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1 )  huruf a, mempunyai tugas mengumpul 
dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi 
serta mengendalikan pelaksanaa:n kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

5. Ketentuan Pasal 4 7 huruff diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 47 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46, Sub Bidang 
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan 
Kerjasama Intelijen; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; 

c. pelaksanaa:n koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi 
kelembagaan bidang kewa spadaan; , 
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d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan sesuai peraturan perundang 
undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan 
antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta forum koordinasi pimpinan 
daerah provinsi; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama 
intelejen yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Bagian Kesepuluh 

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 52 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53 

(1 )  Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai 
ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai 
ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan 
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi 
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan clisusun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Diantara Pasal 53 clan Pasal 54 disisipkan l (satu) Pasal yakni Pasal 53A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 53A 

(1 )  Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Aclministrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah 
mendapat penetapan atau persetujuan dari Kementerian terkait sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan Jabatan 
Administrasi ke clalam Jabatan Fungsional maupun penghapusan, 
clapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan 
kegiatan Koorclinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9 .  Ketentuan Pasal 57 cliubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57 

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan 
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Gubemur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang 
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan 
organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama clalam 
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat 
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapka:n di Pontianak 

pada tanggal 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,C 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 2 u 2021 SEKRETARIS DAERAH PRO�LIMANTAN BARAT, 
A.L. LEYSANDRI 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR I 
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